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ABSTRAK

HAMBATAN GENERAL BORDER COMMITTEE MALAYSIA -
INDONESIA (MALINDO) DALAM MEMERANGI PERMASALAHAN
PEREDARAN NARKOTIKA 2019-2022

Oleh
NAFISA RABBANI

Penelitian ini membahas hambatan yang dihadapi oleh General Border
Committee (GBC) Malaysia-Indonesia (MALINDO) dalam memerangi peredaran
narkotika di wilayah perbatasan Kalimantan dan Malaysia pada periode 2019-
2022. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi dan menganalisis faktor-
faktor yang menghambat efektivitas kerja sama kedua negara dalam menangani
kejahatan lintas batas tersebut. Metode penelitian yang digunakan adalah
deskriptif kualitatif dengan pendekatan studi literatur. Data diperoleh dari
berbagai sumber sekunder, seperti jurnal ilmiah, laporan resmi, dan artikel berita
terkait peredaran narkotika serta kebijakan perbatasan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa hambatan kerja sama GBC
MALINDO dapat dikategorikan ke dalam aspek sumber daya dan aspek praktis.
Dari aspek sumber daya, ditemukan minimnya infrastruktur pos lintas batas,
kurangnya alat deteksi, serta keterbatasan alokasi dana dan teknologi yang
memadai. Sementara itu, dari aspek ketidakpercayaan, ketidakseimbangan hukum
antara Indonesia dan Malaysia menjadi tantangan besar, termasuk perbedaan
kebijakan hukuman yang menyebabkan mispersepsi dan ketidakpercayaan antara
kedua negara. Faktor-faktor ini memperburuk koordinasi dan memperlambat
implementasi kebijakan penanggulangan narkotika di perbatasan.

Penelitian ini menyimpulkan bahwa permasalahan narkotika di perbatasan
Kalimantan dan Malaysia tidak hanya merupakan isu domestik melainkan bagian
dari kejahatan transnasional yang membutuhkan sinergi lintas negara. Oleh
karena itu, diperlukan peningkatan koordinasi, harmonisasi kebijakan hukum, dan
perbaikan infrastruktur perbatasan guna memperkuat upaya penanggulangan
narkotika secara menyeluruh dan efektif.

Kata Kunci: General Border Committee (GBC), Malaysia-Indonesia
(MALINDO), Peredaran narkotika, Perbatasan Kalimantan, Hambatan kerja
sama.



ABSTRACT

BARRIERS OF THE GENERAL BORDER COMMITTEE MALAYSIA -
INDONESIA (MALINDO) IN COMBATING DRUG TRAFFICKING 2019-
2022

By
NAFISA RABBANI

This study explores the challenges faced by the General Border Committee (GBC)
Malaysia-Indonesia (MALINDO) in tackling narcotics trafficking along the
Kalimantan-Malaysia border between 2019 and 2022. The aim of this research is
to identify and analyze the factors that hinder the effectiveness of the bilateral
cooperation between the two countries in addressing this cross-border issue.
Using a qualitative descriptive approach, the study relies on a literature review,
gathering data from secondary sources such as academic journals, official
reports, and relevant news articles on narcotics trafficking and border policies.
The research findings show that the main barriers to GBC MALINDO's
cooperation can be divided into two categories: resource-related issues and
practical challenges. Resource-related problems include the lack of infrastructure
at border checkpoints, insufficient detection tools, and limited funding and
technology. Meanwhile, practical challenges stem from a lack of trust, largely
due to the legal differences between Indonesia and Malaysia, such as varying
policies on penalties and punishment. These differences lead to
misunderstandings and hinder coordination between the two countries, delaying
the implementation of effective narcotics control measures at the border. The
study concludes that the narcotics issue at the Kalimantan-Malaysia border is not
just a domestic problem, but a part of a larger transnational crime network. This
requires stronger international cooperation. Therefore, improving coordination,
aligning legal policies, and enhancing border infrastructure are crucial steps
toward strengthening efforts to combat narcotics trafficking effectively.

Keywords: General Border Committee (GBC), Malaysia-Indonesia (MALINDO), Drug

Trafficking, Kalimantan border, cooperation barriers.
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I.  PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dalam era globalisasi yang semakin berkembang, peredaran narkotika
menjadi salah satu tantangan besar yang dihadapi banyak negara, termasuk
Indonesia dan Malaysia. Indonesia, yang berada di peringkat tiga teratas dunia
dalam hal distribusi dan penyalahgunaan narkotika setelah Meksiko dan Kolombia,
mencatatkan tingkat transaksi tertinggi di Asia Tenggara (Novriansyah, et al., 2023)
dan Malaysia pada tahun 2021 menurut laporan United Nations Office on Drugs
and Crime (UNODC) yang mengalami peningkatan signifikan pada kasus
penyalahgunaan narkotika, sehingga mengarah pada keadaan darurat dalam
pengendalian narkoba di negara tersebut. Menteri Dalam Negeri Malaysia, Hamzah
Zainudin, juga menegaskan bahwa Malaysia berada dalam keadaan darurat
narkoba, di mana penggunaan dan penyalahgunaan narkotika mencapai tingkat
yang mengkhawatirkan (United Nations Office on Drugs and Crime , 2021). Salah
satu sebab utama yang menjadi penyebab penyebaran peredaran narkotika di
Indonesia dan Malaysia adalah letak geografis wilayah Kalimantan, Indonesia,
yang berbatasan langsung dengan Sarawak dan Sabah, Malaysia. Posisi perbatasan
ini  menjadikannya titik rawan untuk aktivitas penyelundupan narkoba
(Novriansyah, et al., 2023).

Pada dasarnya Indonesia dan Malaysia sebagai negara di wilayah Asia
Tenggara untuk mendukung ASEAN dalam menangani masalah peredaran
narkotika. Melalui dikeluarkanya Declaration on the Elimination of Drug Abuse
and Illicit Trafficking pada tahun 1988. Deklarasi ini menegaskan komitmen
ASEAN untuk menghapuskan penyalahgunaan narkoba dan perdagangan ilegal
melalui kerja samaregional. Namun, sering kali ASEAN tidak dapat menangani



isu-isu spesifik,seperti peredaran narkotika, dengan tingkat detail yang diperlukan
(Prayuda, et al.,2020). Oleh karena itu, Indonesia dan Malaysia terus berusaha
menekan angka kejahatan peredaran narkotika. Dengan memperkuat kerja sama
bilateral dan menerapkan kebijakan yang lebih ketat dalam memerangi jaringan
penyelundupan dan memperkuat penegakan hukum. Salah satunya melalui kerja
sama bilateral keamanan atau forum koordinasi General Border Committee (GBC)
yang dibentuk pada tahun 1972 sebagai upaya kedua negara dalam memerangi
kasus tindak pidanaperedaran narkotika, khususnya di wilayah Kalimantan. GBC
melaksanakan fungsi teknis dengan melibatkan beberapa aktor, antara lain
angkatan bersenjata, kepolisian, kementerian dalam negeri, kementerian luar
negeri, dan instansi lainnya. Hal ini dilakukan kedua negara sebagai bentuk
penanggulanganpermasalahan transnational organized crime antara Malaysia dan
Indonesia dalambidang militer dan pertahanan (Mohamad Wieldan Akbar, 2019).

Pada tahun 2006, pimpinan panglima angkatan bersenjata kedua negara
sepakat melakukan kerja sama antar militer dan membentuk High Level
Committee, yang terbagi atas dua kegiatan forum, yaitu pada bidang operasi yang
dilaksanakan oleh Coordinated Operations Control Committee (COCC) dan Joint
Police Cooperation Committee (JPCC) (Viandy, 2020). COCC merupakan kerja
sama antara tentara nasional Indonesia dan angkatan tentera Malaysia
(Armiyuanti, 2021). Sedangkan JPCC dilaksanakan oleh institusi POLRI-PDRM
melalui pengesahan MoU General Border Committee Malaysia-Indonesia pada
tahun 2010 di Kuala Lumpur, Malaysia (Kaba, 2021). MoU tersebut membahas
bagaimana cara menekan 13 jenis kriminalitas yang menjadi perhatian, salah
satunya kejahatan narkotika yang menjadi fokus pemerintah Indonesia maupun
Malaysia (Ranto, et al., 2021). Pada bidang non-operasi terdapat Sosial Ekonomi
(SOSEK MALINDO) vyang dilaksanakan olen Bea Cukai dan Imigrasi
(Kementrian Luar Negeri, 2022). Dalam pelaksanaan kegiatannya, High Level
Committee yang dibawahi oleh General Border Committee (GBC) juga melakukan
pertemuan dialog yang dihadiri oleh beberapa pimpinan forum di bidang operasi
dan non operasi guna melakukan pertukaran informasi dan mengevaluasi aktivitas
sesuai dengan fungsinya (Saleh, 2018). Pertemuan ini salah satunya diadakan

pada tahun 2019 yang membahas tentang penggunaan teknologi siber dalam



setiap pelaksanaan operasi, dengan tujuan untuk meningkatkan aspek teknologi
guna memberi kemudahan dalam menghadapi kejahatan transnational organized
crime (elvian, 2019). Salah satu dari kegiatan General Border Committee (GBC)
Malaysia-Indonesiaadalah mengadakan program pertemuan rutin yang setidaknya
diadakan setahun sekali secara bergantian di Indonesia dan Malaysia (Sudiar,
2014). Pertemuan ini meliputi dialog bilateral yang dihadiri oleh Kementerian
Pertahanan Malaysia dan Indonesia mengenai konsultasi isu strategis terkait
pertahanan dan militer yang menjadi kepentingan bersama. Pertemuan ini
sebelumnya telah dilaksanakan pada tahun 2022, yang menghasilkan
penandatangan Memorandum of Understanding (MoU) di bidang kerja sama
pertahanan Indonesia dan Malaysia. MoU tersebut berisikan tentang kerja sama
pertahanan yang diperluas hingga mencakup lima ruang, yaitu pertukaran
informasi tentang masalah pertahanan dan kerja sama antara kedua angkatan
bersenjata di berbagai tingkatan, termasuk pertukaran perwira, pelatihan,
pendidikan, dan latihan militer (Kementrian pertahan, 2022). Meskipun kedua
negara telah menjalin kerja sama melalui General Border Committee (GBC)
MALINDO, hambatan-hambatan dalam pelaksanaannya tetap ada. Kejahatan
narkotika yang bersifat transnasional memanfaatkan kondisi geografis yang
berdekatan dan sistem keamanan yang lemah di perbatasan. Jaringan narkotika
internasional menjadikan Malaysia sebagai jalur transit dalam jaringan
penyelundupan narkotika internasional, terutama oleh kelompok kriminal yang
beroperasi di wilayah yang dikenal sebagai Golden Triangle daerah perbatasan
antara Thailand, Laos, dan Myanmar. Wilayah ini merupakan salah satu penghasil
narkotika terbesar di dunia, dan kondisi geografis Malaysia yang strategis
memudahkan penyelundupan barang terlarang menuju pasar yang lebih luas,
termasuk Indonesia (Prayuda, et al., 2020). Aktivitas jaringan narkotika
internasional ini dibuktikan dengan aparat gabungan yang telah menggagalkan
penyelundupan 31 kilogram sabu dengan ditemukan nya 78 jalur ilegal antara

perbatasan Sarawak dan Kalimantan Barat di tahun 2022 (Saputra, 2022).



1.2 Rumusan Masalah

Wilayah perbatasan hingga saat ini telah menjadi kawasan yang rawan akan
kejahatan. Jika wilayah perbatasan tidak terjaga dengan baik, berbagai
permasalahan seperti kejahatan Transnational Organized Crime dapat muncul dan
mengancam keamanan negara. Sebagai salah satu kejahatan Transnasional
Organized Crime, Isu peredaran narkotika sampai saat ini masih menjadi
permasalahan di wilayah perbatasan Indonesia dan Malaysia. Dalam menghadapi
permasalahan tersesebut Indonesia dan Malaysia telah menekankan kerja sama
keamanan melalui General Border Committee. Namun, Masalah peredaran
narkotika tetap menjadi tantangan yang sulit diatasi dan belum terselesaikan
hingga saat ini. Salah satu wilayah Indonesia dan Malaysia yang saat ini masih
rentan terhadap isu peredaran narkotika, yaitu provinsi Kalimantan dan Sabah,
Sarawak. Hal ini disebabkan letak geografis provinsi Kalimantan berbatasan
langsung dengan Sabah, Sarawak, sehingga mendorong praktik kejahatan
peredaran narkotika. Melalui temuan gabungan aparat, terbukti bahwa Malaysia
dijadikan sebagai jalur transit dalam jaringan penyelundupan narkotika
internasional, dengan ditemukan nya 78 jalur ilegal di wilayah perbatasan
Kalimantan Barat dan Sarawak. Hal ini menunjukan bahwa fenomena
permasalahan yang melibatkan kedua negara ini belum terselesaikan dengan baik.
Walaupun Indonesia dan Malaysia telah mengeluarkan kebijakan-kebijakan
melalui kerja sama General Border Committee malindo dalam menghadapi isu
peredaran narkotika. Maka rumusan masalah penelitian penulis ialah:

““Apa hambatan General Border Committee Indonesia dan Malaysia dalam
memerangi permasalahan peredaran narkotika di wilayah perbatasan Kalimantan
tahun 2019-2022?>°



1.3 Tujuan Penelitian

Penelitian ini memiliki beberapa tujuan :

1. Menjelaskan isu peredaran narkotika di wilayah perbatasan Kalimantan
dan Malaysia tahun 2019-2022.

2. Mendeskripsikan kerja sama General Border Committee Malindo tahun
2019-2022

3. Menjelaskan hambatan kerja sama General Border Committee Indonesia
dan Malaysia di wilayah perbatasan dalam menangani isu peredaran
narkotika.

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat Teoretis

Secara teoritis, Hasil dari penelitian ini diharapkan berguna sebagai
pengetahuan baru dalam bidang keamanan, selain itu diharapkan dapat menambah
pengetahuanserta wawasan mengenai isu permasalahan wilayah perbatasan antar
negara yaitu peredaran narkotika yang terjadi di perbatasan Indonesia dan
Malaysia dan mengetahui apa hambatan General Border Committee Indonesia
dan Malaysia dalammemerangi peredaran narkotika.
1.4.2 Manfaat Praktis

Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat untuk menjadi
sumber Informasi mengenai peredaran narkotika yang terjadi di perbatasan wilayah
Indonesia dan Malaysia, serta uraian mengenai hambatan-hambatan General
Border Committee Indonesia dan Malaysia dalam memerangi isu tersebut.

Penelitian ini juga diharapkan dapat melengkapi penelitian-penelitian sebelumnya.
1.5 Batasan Masalah
Penelitian ini berfokus kepada apa hambatan General Border Committee

Indonesia dan Malaysia dalam memerangi permasalahan peredaran narkotika di

wilayah perbatasan Kalimantan tahun 2019-2022



Il.  TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Penelitian Terdahulu

Pertama, penelitian dengan tema Transnational Organized Crime di
perbatasan Malaysia dan Indonesia yang ditulis Lukmanul Hakim dan Ali Maksum
membahas mengenai misi pemerintah terkait pemindahan ibu kota. Banyaknya
kejahatan transnasional yang terjadi di perbatasan Malaysia dan Indonesia
menimbulkan pro kontra, khususnya pada aspek keamanan. Dalam hal lokasi
strategis negara, letak geografis provinsi Kalimantan yang berbatasan dengan
Malaysia mendorong meluasnya praktik kejahatan transnasional dari luar negeri.
Kejahatan transnasional, seperti perdagangan ilegal narkotika. Hal tersebut
dilatarbelakangi oleh Peningkatan penyelundupan narkotika yang terjadi di
Indonesia ini diakibatkan karena harga obat yang tinggi dan banyaknya jaringan
internasional sehingga membuat indonesia di jadikan sebagai pasar yang besar dan
menguntungkan. Relevansi penelitian ini terletak pada ruang lingkup
permasalahan keamanan yang dihadapi oleh GBC mengenai kejahatan
transnasional yang terjadi di perbatasan Malaysia dan Indonesia. Selain itu,
penelitian tersebut menjelaskan mengenai pentingnya peran kerja sama penegak
hukum Indonesia dan Malaysia dalam mengatasi keterlibatan jaringan sindikat
kriminal internasional lintas batas negara.

Kedua, penelitian dengan tema Transnational Organized Crime di
perbatasan Malaysia dan Indonesia yang ditulis oleh Edward Yohanes dan Joko
Setiyono. Membahas mengenai bagaimana ketergantungan di antara kedua negara
menghasilkan kerja sama. Contoh kerja sama yang dimaksud adalah kerja sama di
wilayah perbatasan yang dilakukan oleh negara Indonesia dan Malaysia sejak tahun
1967. Namun, demikian, perjanjian ini direvisi pada tahun 1972 dengan



mengedepankan aspek keamanan negara (Security Arrangement). Selain karena
Indonesia dan Malaysia merupakan negara yang berbatasan langsung, sehingga
arus globalisasi yang terjadi juga memberi peluang bagi masuknya kejahatan
transnasional. General Border Committee diharapkan bisa menjadi wadah dalam
menghadapi kejahatan, dengan didukung oleh komitmen untuk mematuhi regulasi
yang dibuat di kedua negara. Oleh karena itu, perilaku negara dalam hal bertindak
diatur melalui seperangkat aturan yang mengikat. Relevansi penelitian terletak
pada peraturan keamanan dan General Border Committee yang dijadikan wadah
dalam menghadapi kejahatan transnasional di perbatasan Malaysia dan Indonesia.
Selain itu, penelitian tersebut menjelaskan tentang adanya ketergantungan antara
kedua negara sehingga menimbulkan kesepakatan yang berfokus pada bidang
keamanan lintas negara.

Ketiga, penelitian dengan tema Transnational Crime di kawasan Asia
Tenggara yang ditulis oleh Hai Thanh Luong. Membahas tentang peningkatan
peredaran narkotika yang terjadi di tahun 2015-2018 di negara kawasan ASEAN
dan bagaimana proses penyebarannya. Peredaran perdagangan narkotika di Asia
Tenggara yang baik dan terstruktur di setiap operasinya, berkembang secara
dinamis dengan dikendalikan oleh beberapa sindikat. Salah satu sindikat tersebut
organisasi konflik bersenjata di Myanmar. Negara Kamboja, Laos, Malaysia,
Thailand, dan Vietnam adalah titik transit penyebaran narkotika. Letak geografis
Malaysia dan Thailand yang bisa dilalui jalur darat menjadikan Malaysia sebagai
tujuan khusus atau tempat transit yang fleksibel dalam proses tarik-ulur
perdagangan narkotika. Selanjutnya, negara Brunei, Malaysia, Indonesia, Filipina,
dan Singapura dijadikan sebagai tempat tujuan. Relevansi penelitian terletak pada
mekanisme penyebaran narkotika di perbatasan Malaysia dan Indonesia. Selain
itu, penelitian tersebut menjelaskan tentang bagaimana Malaysia merupakan
negara tujuan khusus atau tempat transit yang fleksibel dalam proses tarik-ulur
perdagangan narkotika. Dalam hal ini, organisasi-organisasi ASEAN kurang
terkoordinasi dalam mengatasi permasalahantersebut.

Keempat, penelitian dengan tema kerja sama Indonesia dan Malaysia
melawan Transnasional Crime yang ditulis Syifa Haerunisa, Puguh Santoso, dan

Achmed Sukendro. Jurnal ini menjelaskan bahwa Dengan berkembangnya arus



globalisasi Kejahatan lintas batas merupakan ancaman terbesar terhadap keamanan
dan kesejahteraan global. Sehingga hal ini menyebabkan terjadinya hubungan kerja
sama yang diakibatkan Kejahatan melintasi batas negara dan dapat mengancam
stabilitas suatu negara, kawasan, dan bahkan sistem internasional. Malaysia dan
Indonesia meiliki letak geografis yang sangat dekat, yaitu di wilayah kalimantan
yang berpotensi terjadinya permasalahan kejahatan transnasional, seperti peredaran
narkotika, perdagangan manusia, narkotika, dan terorisme. Sebagai bagian dari
negara Asia Tenggara, ASEAN memegang peranan penting dalam mengatasi
kejahatan transnasional, hal ini dilakukan oleh ASEAN dengan mengadakan
Pertemuan Tingkat Menteri ASEAN tentang kejahatan transnasional (AMMTC).
Salah satunya isu peredaran obat-obatan terlarang. Selain kerja sama di Khusus di
tingkat ASEAN, koordinasi antara Indonesia dan Malaysia telah dilakukan melalui
General border Comitte (GBC) dengan melibatkan Kepolisian Republik Indonesia
(POLRI) - Kepolisian Kerajaan Malaysia (PDRM), Badan Narkotika Nasional
(BNN) - Badan Anti Narkotika Kewarganegaraan (AAK), dan Lembaga Swadaya
Masyarakat (LSM) Gerakan Nasional Anti Narkotika (GRANAT) - Asosiasi
Pencegahan Narkotika Malaysia (PEMADAM) / Asosiasi Pengasih Malaysia
(AAK) yang bertujuan untuk meningkatkan kerja sama dalam menangani kejahatan
transnasional termasuk pengawasan di wilayah perbatasan dari kedua negara.

Pada awalnya Indonesia dan Malaysia sepakat menjalin kerja sama lintas
batas melalui BTA (Border Trade Agreement) di perbatasan Kalimantan Timur dan
Sabah-Malaysia pada tahun 1970, perjanjian ini membahas tentang lalu lintas
barang dan jasa BTA ini mengacu pada Border Crossing Agreement tahun 1967
Meski demikian, kedua negara kembali merundingkan tinjauan perjanjian lintas
batas karena BTA pada tahun 1970 karena di anggap tidak mampu menampung
aktivitas perdagangan perbatasan di wilayah perbatasan keduanya, sehingga
Indonesia dan Malaysia melalui GBC Malindo (General Border Committee
Malaysia-Indonesia) menandatangani nota kesepahaman MoU, yang berisi upaya
penegakan hukum dan pencegahan kejahatan prosedur lima jenis kerja sama. Selain
itu jurnal ini juga menejelaskan pentingnya unsur pertahanan negara guna
mendukung sistem deteksi dari berbagai potensi ancaman karena semakin

canggihnya tingkat kejahatan transnasional sehingga hanya dapat diatasi dengan



kemampuan intelijen yang memadai dan fasilitas pendukung, seperti persenjataan,
alat deteksi, dan pasukan terlatih. Relevansi penelitian terletak pada bagaimana
kebijakan yang dipersiapkan oleh General Border Committee dijadikan wadah
dalam menghadapi kejahatan Transnasional Organized Crime di perbatasan
Malaysia dan Indonesia.

Kelima, penelitian dengan tema Transnational Organized Crime yangditulis
oleh Elyta membahas tentang penyebab terjadinya penyebaran narkotika,
khususnya di daerah Entikong. Terdapat 4 penyebab terjadinya penyebaran
narkotika di wilayah tersebut, yaitu masih minimnya upaya yang dilakukan kedua
negara, koordinasi antara para pengedar yang masih kuat, masih lemahnya
pengawasan dan penindakan hukum di kedua negara, dan benturan kebijakan antar
negara. Semua hal ini menjadi penghambat dalam upaya pencegahan kasus
peredaran narkotika, menimbulkan adanya modus-modus penyelundupan narkotika
di tingkat internasional, dan banyaknya jalan ilegal yang belum diketahui oleh
aparat. Relevansi penelitian yang dibuat oleh penulis, terletak pada penjabaran
penyebab masalah peredaran narkotika di perbatasan Malaysia dan Indonesia,
khususnya di wilayah Entikong. Hal ini bisa dijadikan bahan perhatian oleh
General Border Committee dalam menyelesaikan masalah peredaran narkotika.

Keenam, penelitian dengan tema Transnational Crime yang ditulis Ade
Priangani, Kunkunrat, dan Silvia Nurindah menjelaskan tentang kerja sama yang
dilakukan oleh kedua negara dengan membentuk Joint Police Cooperation
Committee (JPCC). Kerja sama dilakukan antar lembaga kepolisian kedua negara
(POLRI-PDRM) untuk menangani kejahatan transnasional dan merumuskan
bagaimana pengawasan dilakukan di wilayah perbatasan kedua negara. Kerja sama
tersebut dikukuhkan dengan General Border Committee Indonesia Malaysia.
Terwujudnya kerja sama ini tidak terlepas dari banyaknya kasus kejahatan
transnasional yang terjadi di setiap tahun dan letak geografis yang berdekatan antara
Indonesia dan Malaysia. Menurut UNODC, Asia merupakan wilayah yang memilik
tingkat tinggi akibat dari penyalahgunaan narkotika. Di wilayah Asia Tenggara, The
Golden Triangle merupakan sebutan untuk daerah yang terdapat di wilayah Asia
Tenggara. Wilayah ini merupakan kawasan yang memiliki pecandu heroin

terbanyak di Asia Tenggara, yaitu Laos, Myanmar, dan Thailand. Kesuksesan kerja
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sama POLRI, BNN dan PDRM di tahun 2014 ditandai dengan keberhasilan PDRM
Kuching menangkap dua anggota Polri terkait narkotika. Selain itu, melalui
koordinasi POLRI, BNN dan PDRM di Malaysia pada tahun 2015, BNN di Jawa
Barat pada tahun 2015 menangkap buronan jaringan sindikat narkotika
internasional di Kuala Lumpur. Relevansi penelitian yang dilakukan penulis
terletak pada kerja sama antara lembaga kepolisian kedua negara yang masih berada

di bawah kendali Perbatasan umum untuk mengatasi masalah peredaran narkotia.
Tabel 1. Penelitian Terdahulu

No PNeﬁrJ:?s Judul Penelitian | Hasil Penelitian Metode Perbedaan
Membahas
tentang misi
pemerintah untuk Keduanva
memindahkan ibu membagas
kota. Namun, mengenai
terdapat pro- ;
kontra karena kejahata_n
. transnasional
adanya kejahatan yang terjadi di
Capital transnasional yang daerah. namun
Relocation from | berlipat ganda di erbe d’aan
the Perspective | perbatasan P
; terletak pada
of Malaysia-
Lukmanul . . . apa yang
Ki Transnational Indonesia, seperti o
1. | Hakim dan . | Kualitatif | membuat GBC
. Organized perdagangan obat
Ali h selalu
Crime (TOC) obatan terlarang.
Maksum . X menekankan
Security at the Peningkatan Keria sama
Indonesia- perdagangan dan dalé m
Malaysia penyelundupan .
Border narkotika di mz;naf;zng'
Indonesia eredaran
disebabkan oleh Earkotikadi
pasar Indonesia erbatasan
yang besar dan IIC\)/IaIaysia-
menggiurkan, Indonesia
serta harga obat
yang tinggi di
Indonesia.
Optimizing the | Membahas Keduanya
Security of the bagaimana membahas
Edward Indonesian ketergantungan Mengenai
State through kedua negara . | kerja sama
2. | Yohanes Strengthening | mengarah pada Kualitatif | negara
dan  Joko . . . .
Setivono International kerja sama, seperti Malaysia dan
y Cooperation kerja sama Indonesia.
between perbatasan antara Perbedaan
Indonesia and negara Indonesia terletak pada
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Malaysia in the | dan Malaysia yang fokus
Land Border mengutamakan bagaimana
aspek keamanan GBC dijadikan
nasional. wadah dalam
(Indonesia dan upaya
Malaysia adalah memerangi
negara yang Masalah
memiliki peredaran
perbatasan narkotika di
langsung). Selain perbatasan
itu, dalam Malaysia-
menghadapi Indonesia.
kejahatan,
dibutuhkan
komitmen untuk
mematuhi
peraturan yang
ditetapkan oleh
kedua negara.
Keduanya
membahas
mengenai
Membahas kejahatan
peningkatan transnasional
jumlah narkotika di Asia
di negara-negara Tenggara
kawasan ASEAN khususnya
2015-2018. peredaran
Transnational Penelitian ini narkotika.
drug trafficking | membahas Namun,
in Southeast bagaimana perbedaannya
Hai Thanh | Asia: penyebaran .| terletak pada
L identifying narkotika terjadi. | Kualitatif | hagaimana
uong )
national Peredaran ancaman
limitations to perdagangan peredaran
look fo regional | narkotika di Asia narkotika yang
changes Tenggara adalah terjadi di asia
terstruktur dengan tenggara
baik dan membuat
berkembang Indonesia dan
secara dinamis Malaysia
dalam setiap sepakat
aspek bisnisnya. melakukan
kerja sama
melalui
GBC
Syifa Indonesia- Jurnal ini Keduanya
Haerunisa, | Malaysia membahas tentang sama-sama
Puguh Cooperation bagaimana Border _ | membahas
Santoso, against Trade Agreement | Kualitatif | hagaumana
dan Transnational (BTA) dan Border upaya atau
Achmed Crime in Crossing kebijakan
Sukendro Security and Agreement GBC untuk



Defense Threats
at the Border

Indonesia dan
Malaysia di
anggap tidak
mampu
menghdapi
aktivitas
perdagangan
perbatasan di
wilayah
perbatasan
keduanya,
sehingga
Indonesia dan
Malaysia sepakat
melakukan kerja
sama keamanan
melalui melalui
penandatanganan
nota kesepahaman
MOU

General Border
Committee
Malaysia-
Indonesia.
Berisikan upaya
penegakan hukum
dan pencegahan
kejahatan. Selain
itu jurnal ini juga
menejelaskan
bahwa adanya
Kejahatan lintas
batas negara
menyebabkan
terjadinya
hubungan kerja
sama pertahanan
antar negara yang
dianggap penting
guna mendukung
mendeteksi
berbagai potensi
ancaman karena
semakin
canggihnya
tingkat kejahatan
transnasional
hanya dapat
diatasi dengan
kemampuan
intelijen yang
memadai dan
fasilitas

12

menghadapi
Transnational
Crime.
Namun,
perbedaan
terletak pada
faktor-faktor
atau alasan
yang membuat
GBC terus
melakukan
kerja sama
keamanan di
perbatasan
Malaysia-
Indonesia



pendukung seperti
persenjataan, alat
deteksi, dan
pasukan terlatih.
bagaimana kerja
sama yang telah
dilakukan

oleh general
border Committee
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Keduanya
Tentang
Membahas empat membahas
Penyebab Penyebaran
mewabahnya narkotika,
narkotika, khususnya di
khususnya di kawasan
wilayah Entikong, Kalimantan.
yaitu upaya kedua Namun,
negara yang perbedaan nya
kurang optimal, terletak
Kerjasama koordinasi antar pada
Indonesia- distributor masih Malaysia-
Malaysia dalam | kuat, Indonesia
Elyta menangani penegakan Kualitatif | Pagaimana
peredaran regulasi masih hasil kerja
narkotika di lemah sama dalam
wilayah di kedua negara, menangani
perbatasan dan adanya kejahatan
konflik kebijakan transnasional
lintas sektor dalam melalui GBC
upaya pencegahan sehingga
kasus peredaran menghasilkan
narkotika serta kebijakan-
penyelundupan kebijakan di
narkotika di perbatasan
tingkat antara
internasional. Malaysia dan
Indonesia.
Membahas Keduanya
tentang bagaimana membahas
. kerja sama kedua bentuk kerja
Kerjasama -
A negara melalui sama antara
Indonesia- ;
Ade M . pembentukan Indonesia dan
. . alaysia dalam . : '
Priangani, menangani Joint Poll_ce _ .| Malaysia
Kunkunra t Cooperation Kualitatif | (GBC), namun
dan Silvia pereda_ran . Committee dengan
Nurindah na_trkotlka di (JPCC) perbedaan apa
wilayah
perbatasan (POLRI-PDRM) sebab

antara kedua
negara. Kerja
sama tersebut

kejahatan
Transnational
Organized



Sumber: Hasil olah data peneliti

dikukuhkan oleh
GBC Indonesia-
Malaysia. Kerja
sama ini juga
tidak terlepas dari
tingginya kasus
kejahatan
transnasional yang
terjadi setiap
tahunnya, serta
kedekatan
geografis
Indonesia dan
Malaysia.
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Crime masuk
di perbatasan
Malaysia-
Indonesia.
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2.2 Landasan Konsep

2.2.1 Konsep Kerja sama Internasional

Kerja sama internasional, dapat terjadi di beberapa domain: politik,
ekonomi, sosial, budaya, lingkungan, dan pertahanan dan keamanan. Oleh karena
itu, sulit untuk membentuk kerja sama internasional antar negara di dunia, dan
perlu juga kerja sama dengan negara lain untuk mengatasi masalah ini. Oleh karena
itu, perihalini tidak dapat dilakukan oleh satu negara saja, dapat dibantu dengan
kerja sama (Dougherty, 1971). Kerja sama keamanan dapat dibentuk karena
adanya kehidupaninternasional yang meliputi beberapa bidang, salah satunya pada
bidang keamanan. Maka dari itu hal ini memicu adanya masalah sosial. Pada
umumnya, kerja sama internasional dapat dikategorikan menjadi tiga jenis utama:

1. Kerja sama bilateral: kerja sama yang dilakukan antara dua negara.
2. Kerja sama multilateral: kerja sama yang melibatkan lebih dari dua negara.
3. Kerja sama regional: kerja sama yang dilakukan oleh negara-negara dalam

suatu wilayah tertentu (Kemenhub, 2023).

Maka dari itu dalam menghadapi suatu isu beberapa negara sepakat
membentuk kerja sama keamanan internasional, keamanan sendiri dapat di
definisikan sebagai upaya-upaya berkaitan yang dengan agenda kebijakan negara-
bangsa dalam menghadap beberapai isu, salah satunya perdagangan narkotika
(Barry Buzan, 1998). Menurut KJ Holst, proses kerja sama internasional di
definisikan sebagai berikut:

1. Setidaknya ada dua minat, tujuan, dan nilai sesuatu yang dapat
dilaksanakan olehpara pihak secara bersama-sama.

2. Persepsi negara percaya pada kebijakan yang dirumuskan oleh negara lain
dapatmembantu negara mencapai manfaat dan nilai nilai.

3. Suatu perjanjian antara dua negara atau lebih mengenai hal yang sama
memanfaatkan kepentingan bersama atau konflik kepentingan.

4. Tujuan dari pertemuan perjanjian formal dan informal untuk masa depan

adalahuntuk memenuhi kesepakatan.
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5. Kerangka kerja sama antar negara dibentuk oleh solusi yang diusulkan,
memberikan bukti teknis untuk menyepakati satu atau solusi lain (Riana,
2016).

2.2.2 Konsep asimetris

General Border Committee (GBC) Malindo, sebagai wadah kerja sama
bilateral antara Indonesia dan Malaysia, memiliki tujuan utama untuk
meningkatkan keamanan di perbatasan dan menanggulangi ancaman lintas batas,
termasuk peredaran narkotika. Namun, meskipun telah berdiri selama bertahun-
tahun, upaya GBC dalam menangani masalah narkotika belum menunjukkan hasil
yang optimal. Kegagalan ini menimbulkan pertanyaan tentang hambatan yang
dihadapi kedua negara dalam implementasi kerja sama di bawah GBC. Kerja
sama internasional sering kali menghadapi tantangan ketika melibatkan negara-
negara yang memiliki perbedaan dalam kekuatan, sumber daya, atau prioritas
kebijakan. Dalam buku Asymmetry and International Relationships, Brantly
Womack menjelaskan bahwa hubungan asimetris tidak hanya menciptakan
tantangan bagi negara yang lebih lemah, tetapi juga bagi negara yang lebih kuat,
karena masing-masing pihak menghadapi hambatan yang saling terkait.

Dalam konteks ini, konsep hubungan asimetris yang diuraikan oleh Brantly
Womack dalam Asymmetry and International Relationships, tantangan dapat
muncul dari  ketidakseimbangan kekuatan, perbedaan prioritas, dan
ketidakpercayaan timbal balik. konsep asimetri juga memberikan kerangka untuk
memahami bagaimana hubungan kerja sama dapat terhambat oleh perbedaan-
perbedaan tersebut, sekaligus menunjukkan pentingnya mekanisme untuk
mengelola hubungan yang saling menguntungkan. Berdasarkan pandangan
asimetri hubungan internasional dari Brantly Womack, terdapat tiga faktor utama
yang dapat menjelaskan hambatan ini. Pertama, sumber daya dan kapasitas.
Kedua, mispersepsi dan ketidakpercayaan antara kedua negara sering Kkali
menghambat koordinasi dan berbagi informasi, terutama terkait kebijakan dan

data intelijen. Ketiga, ketimpangan kepentingan dan kebijakan nasional
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menciptakan hambatan dalam penyelarasan tindakan (Womack, 2015).

1. Sumber Daya dan Kapasitas
Dalam hubungan internasional, perbedaan dalam sumber daya dan kapasitas

sering kali menciptakan ketidakseimbangan yang memengaruhi efektivitas kerja
sama antar negara. Brantly Womack, dalam teorinya tentang asimetri hubungan
internasional, menjelaskan bahwa hubungan asimetris sering kali menyebabkan
ketergantungan satu pihak pada pihak lain, di mana negara yang lebih lemah
mengandalkan dukungan dari negara yang lebih kuat. Namun, bahkan negara
yang lebih kuat pun tidak selalu memiliki kemampuan untuk mengelola masalah
lintas batas secara efektif sehingga, ketidakmampuan masing-masing negara
untuk mengatasi kelemahan internal memperburuk masalah lintas batas. Seperti
yang diungkapkan Womack, Asymmetric relationships often lead to imbalances in
resources and capacity, where the stronger partner may have the means but lacks
the effective management or coordination needed to implement cooperative
strategies. seperti keterbatasan teknologi dan logistik domestik, sering
memperburuk masalah lintas batas. Oleh karena itu, penguatan kapasitas internal
melalui bantuan teknologi, pelatihan, dan insentif bersama menjadi sangat penting
agar kerja sama bilateral lebih efektif dalam menangani tantangan bersama,

seperti penyelundupan narkotika .

2. Mispersepsi dan Ketidakpercayaan

Mispersepsi antara negara yang memiliki hubungan asimetris dapat
menciptakan ketidakpercayaan dan keraguan terhadap niat atau kemampuan
negara lain. Dalam konteks GBC Malindo, baik Indonesia maupun Malaysia
mungkin merasa bahwa negara lain tidak sepenuhnya memahami atau mendukung
kebijakan dan pendekatannya terhadap penyelundupan narkotika. Kutipan dari
Womack "In asymmetric relationships, misperceptions arise as the weaker
partner interprets the actions of the stronger partner as more threatening, while

the stronger partner perceives less urgency or importance in the issue at hand"

3. Ketimpangan Kepentingan dan Kebijakan
Perbedaan kepentingan nasional antara negara-negara yang bekerja sama

sering kali menciptakan hambatan dalam penyelarasan kebijakan. Dalam hal ini,
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Indonesia dan Malaysia mungkin memiliki kepentingan yang berbeda dalam
penanganan narkotika dan keamanan perbatasan. Menurut Womack "Asymmetries
in national interests and domestic policies often create friction, making it difficult

for states to align their actions and achieve mutual goals”

2.2.3 Konsep transnational organized crime

Definisi Transnational Organized Crime (TOC) adalah organisasi kejahatan
atau kelompok kejahatan terorganisir. hal ini merujuk pada definisi yang
dikemukakan oleh UNODC pada United Nations Convention Against
Transnational Organized Crime, menurut UNODC Transnational Organized
Crime merupakan kejahatan kelompok yang dilakukan oleh tiga orang atau lebih,
yang dilakukan pada satu periode waktu tertentu, tindakan kejahatan yang
dilakukan bersama-sama guna melakukan kejahatan yang serius sehingga
melanggar aturan hukum yang sudah berlaku, untuk mencapai tujuan berupan
keuntungan finansial atau keuntungan materi lainnya secara langsung maupun tidak
langsung (Forest, 2020).

Menurut James Laki dalam penelitiannya yang berjudul Non-Traditional
Security Issues: Securitisation of Transnational Crime In Asia Transnational Crime
adalah keseluruhan bentuk kejahatan domestik yang terjadi di perbatasan nasional
dalam satu negara atau lebih dan mendapatkan fokus perhatian masyarakat
internasional. Kejahatan transnasional biasanya melibatkan pelaku baik secara
individu maupun dalam kelompok yang menggunakan jaringan lintas negara
dengan tujuan dan keuntungan tertentu. Fenomena ini memang menarik perhatian
masyarakat internasional karena dapat mengakibatkan kerugian yang signifikan
bagi negara, masyarakat, serta individu yang terlibat (James, 2006). Pada dasaranya
konsep Transnational Organized Crime (TOC) beberapa memiliki elemen dasar:

1. Pelaku biasanya adalah kelompok yang telah terorganisir lintas negara
perbatasan yang dilakukan secara fisik atau teknologi canggih, seperti
informatika dan komunikasi saat melakukan kegiatannya

2. Objek kejahatan terorganisir dimanifestasikan oleh barang illegal, seperti
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penyelundupan barang illegal ke luar negeri/ barang legal yang melanggar
pembatasan impor atau embargo internasional.

3. Subjek kejahatan tindakan ilegal ini biasanya orang asing di wilayah negara
bagianlain

4. Keuntungan, Seringkali tujuan kejahatan terorganisir adalah untuk
mendapatkan keuntungan dari kegiatan ilegal dengan menghadapi risiko

yang disebabkan oleh pembatasan hukum nasional (Stoica, 2016).

Pada dasarnya kejahatan transnasional mempunyai fokusnya masing-masing, salah
satunya adalah perdagangan narkotika. Kejahatan perdagangan narkotika yang mencakup
penjualan obat-obatan terlarang, seperti morfin, heroin, ganja, kokain, opium dan lainya,
yang dapat berdapampak terhadap tatanan sosial masyarakat. Ada beberapa elemen dasar
TOC yang konsiste. Pertama, pelaku kejahatan utama di sini berperan sebagai pengendali
ketika melakukan kegiatan penyelundupan melalui jalur laut dan jalur ilegal. Kedua,
objek kejahatannya dimanifestasikan berupa temuan aparat terhadap narkotika. Ketiga,
subjek kejahatannya di negara lain, Malaysia sering digunakan oleh jaringan narkotika
internasional sebagai negara transit masuknya obat-obat an terlarang ke Indonesia.
Keempat, keuntungan, rendahnya kualitas sumber daya manusia di Kalimantan berujung
pada kemiskinan yang berdampak pada tingkat kriminalitas dan perolehan narkotika guna
mendapatkan keuntungan dalam bentuk upah. John T. Picarelli telah memberikan
pandangan yang sangat relevan mengenai dampak luas kejahatan transnasional, terutama
pada aspek keamanan. menurut pandangan ini terdapat tiga level keamanan yang
terancam, yaitu keamanan internasional, keamanan nasional, keamanan manusia
(Williams, 2008). Terdapat beberapa faktor pendorong dan faktor penarik yang terus
mendorong keberadaan transnational crime (Madsen, 2009) :

1. faktor pendorong

A. Kelemahan penegakan hukum: sistem penegakan hukum yang lemah,
korupsi, dankurangnya sumber daya dapat menciptakan lingkungan yang
kondusif bagi pelakukejahatan transnasional untuk beroperasi.

B. Lemahnya pengawasan di perbatasan: perbatasan yang lemah dan
kurangnya pengawasan memungkinkan pelaku kejahatan untuk dengan
mudah memindahkan barang atau orang secara ilegal melintasi batas
negara

2. faktor penarik
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A. Permintaan tinggi untuk barang dan jasa ilegal: adanya permintaan yang
tinggi untuk barang dan jasa ilegal, seperti narkoba, senjata api, dan

manusia, menciptakaninsentif ekonomi yang kuat bagi pelaku kejahatan.

Selain itu kondisi geografis juga berperan signifikan dalam mendorong
terjadinya kejahatan transnasional. Batas-batas negara yang luas dan sulit diawasi
seringkali dimanfaatkan oleh kelompok kriminal untuk melakukan aktivitas ilegal,
seperti penyelundupan barang terlarang (Prisgunanto, 2012). Menurut konsep TOC
Kejahatan internasional, seperti perdagangan narkoba, eksploitasi manusia, dan
terorisme juga menimbulkan banyak masalah serius. Selain dampak langsung yang
jelas, kejahatan-kejahatan ini juga menciptakan masalah sosial dan politik yang
kompleks. Salah satu dampak sosialnya adalah meningkatnya berbagai tindak
kejahatan, korupsi, suap-menyuap, dan pencampuran bisnis legal dengan aktivitas
ilegal. Akibatnya, kehidupan sosial dan politik masyarakat juga terpengaruh secara
tidak langsung (Zayzda, et al., 2020). Sehingga dari definisi tersebut, dapat
dikategorikan ke dalam TOC jika:

1. Dilakukan di lebih dari satu negara: Jika suatu kejahatan melibatkan aktivitas
yang terjadi lebih dari satu negara, maka dapat dikatakan kejahatan
transnasional. Contohnya, penyelundupan narkoba dari negara produsen ke
negara konsumen melalui beberapa negara transit.

2. Dilakukan di satu negara tetapi bagian yang substansial, seperti persiapan,
perencanaan, arahan dan kontrol dilakukan di negara lain: meskipun
kejahatan terjadi di satu negara, namun jika perencanaan, pengendalian, atau
aspek penting lainnya dilakukan di negara lain, maka kejahatan tersebut
memiliki Kkarakteristik transnasional. Contoh, kartel-kartel besar seperti di
wilayah Golden Trianggle pastimemiliki jaringan yang sangat luas, dengan
markas produsen terbesar di satu negara, namun operasi yang meluas ke
banyak negara salah satunya ke negara Malaysia dan Indonesia

3. Dilakukan di satu negara tetapi mengikutsertakan kelompok kejahatan
terorganisiryang terlibat dalam aktivitas kejahatan di lebih dari satu negara:
Jika sebuah kelompok kejahatan sudah beroperasi di beberapa negara

terlibat dalam suatu
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kejahatan di satu negara, maka kejahatan tersebut dapat dianggap sebagai
kejahatan transnasional. Seperti, sebuah kartel narkoba yang beroperasi di
negara golden trianggle terlibat dalam perdagangan narkoba di negara lain

4. Dilakukan di satu negara tetapi memiliki efek pada negara lain: sehingga
jika kejahatan hanya terjadi di satu negara dan dampaknya sangat besar
terhadap negara lain, maka kejahatan tersebut juga dapat dikategorikan
sebagai kejahatan transnasional (Prasetio, et al., 2022).
Maka dari itu peneliti akan menggunakan konsep Transnational Crime
sebagai sudut pandang penelitian untuk mengkaji peredaran narkotika
sebagai kejahatan Transnational Organized Crime.

2.3 Kerangka Pemikiran

Kerangka pemikiran bertujuan untuk membantu penulis dalam menjelaskan
alur pemikiran dan menganalisis permasalahan utama dalam penelitian ini. Pokok
penelitian ini adalah mengenai hambatan kerja sama General Border Committee
Malaysia dan Indonesia dalam mengatasi permasalahan Transnational Organized
Crime, khususnya peredaran narkotika yang dilakukan di perbatasan Kalimantan.

Hambatan kerja sama General Border Committee (GBC) dalam memerangi
peredaran narkotika di perbatasan Indonesia-Malaysia menjadi isu sentral yang
memerlukan analisis mendalam. Sebagai wadah kerja sama bilateral, GBC
bertujuan mengatasi berbagai ancaman lintas batas, termasuk penyelundupan
narkotika. Namun, pelaksanaan kerja sama ini menghadapi hambatan yang
signifikan, baik dari segi teknis maupun kebijakan. Hambatan ini tidak hanya
berdampak pada efektivitas kerja sama, tetapi juga menunjukkan bahwa kejahatan
lintas batas seperti narkotika memerlukan pendekatan yang lebih terkoordinasi
dan terstruktur. Untuk memahami hambatan tersebut, tiga konsep digunakan
sebagai kerangka analisis, yaitu konsep kerja sama internasional, konsep
kejahatan terorganisir lintas batas (Transnational Organized Crime/TOC), dan
konsep hubungan asimetris. Konsep kerja sama internasional menekankan
pentingnya koordinasi antarnegara untuk menghadapi isu global seperti narkotika.

Konsep TOC menggambarkan bahwa kejahatan narkotika melibatkan jaringan
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internasional dengan modus operasi yang semakin kompleks, sehingga
memerlukan upaya lintas negara. Sementara itu, konsep hubungan asimetris
menunjukkan bahwa ketidakseimbangan dalam sumber daya, teknologi, dan
prioritas kebijakan antara Indonesia dan Malaysia menjadi salah satu penyebab
utama hambatan kerja sama. Hambatan dalam kerja sama ini dapat dianalisis dari
beberapa faktor. Faktor geografis, seperti luasnya wilayah perbatasan dan
keberadaan jalur ilegal, membuat pengawasan menjadi sulit. efektivitas
penegakan hukum. Ketidakseimbangan kebijakan hukum antara kedua negara
juga menciptakan kesulitan dalam penyelarasan tindakan. Ditambah lagi, jaringan
narkotika internasional terus berinovasi dengan menggunakan modus operasi yang
semakin canggih, seperti menyembunyikan narkotika di barang-barang tak
terduga. Untuk mengatasi hambatan ini, GBC telah melakukan beberapa upaya,
seperti forum dialog bilateral, patroli gabungan darat, laut, dan udara, serta
pembentukan pos lintas batas bersama (GABMA). Namun, efektivitas upaya ini
masih banyak tantangan karena berbagai hambatan. Hasil analisis menunjukkan
bahwa meskipun General Border Committee sudah melakukan upaya dalam
memerangi peredaran narkotika di beberapa wilayah, hambatan utama tetap ada.
Pengawasan yang kurang optimal, perbedaan kebijakan hukum, dan kemampuan
jaringan pengedaran narkotika. Oleh karena itu, diperlukan langkah strategis

untuk meningkatkan efektivitas kerja sama ini
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Hambatan General Border Committee (GBC) dalam mengatasi peredaran
narkotika Hambatan GBC dalam Memerangi Narkotika

|

Teori Asimetris

y
v v '

pelaksanaan Sumber Mispersepsi dan Ketimpangan Kepentingan
Daya Kapasitas Ketidakpercayaan Kebijakan

l { |
l

Menjelaskan hambatan kerja sama General Border|

Committee Indonesia dan Malaysia di wilayah

perbatasan dalam menangani isu peredaran narkotika.

Gambar 1 Bagian Kerangka Pemikiran
Sumber: Diolah oleh Penulis



24

I11. METODOLOGI PENELITIAN

3.1. Tipe Penelitian

Menurut Creswell, penelitian kualitatif adalah metode yang menafisirkan
arti dari individu maupun kelompok yang berkaitan dengan masalah sosial atau
kemanusiaan. Proses penelitian melibatkan masalah dan prosedur yang muncul,
biasanya data yang dikumpulkan di lingkungan, dan analisis data induktif dari topik
khusus hingga umum. Metode kualitatif menunjukkan pendekatan yang berbeda
pada peneltian ilmiah dari metode penelitian kuantitatif. Metode kualitatif
mengandalkan teks, data gambar, memiliki langkah unik dalam analisis data, dan
menggunakan beragam desain (Creswell, 2018).

Dalam penelitian kualitatif, peneliti perlu menjelaskan terjadinya fenomena
sesuai dengan kerangka teori yang terbentuk selama proses penelitian. Oleh karena
itu, peneliti tidak terhalang karena harus mengikuti teori yang terdapat dalam
berbagai literatur yang sudah ada sebelumnya (Dr. Farida Nugrahani, 2016). Tujuan
dari metode kualitatif adalah untuk memahami apa, sebab, dan bagaimana dari
suatu masalah (McCusker, 2015).

3.2. Fokus Penelitian

Penelitian ini berfokus apa hambatan General Border Committee Indonesia

dan Malaysia dalam memerangi peredaran narkotika di tahun 2019-2022.
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3.3. Jenis dan Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitiannya, penulis menggunakan jenis data sekunder. Data
sekunder adalah data yang berasal dari berbagai sumber tertulis, termasuk sumber
penelitian yang sudah ada sebelumnya. Ada dua teknik pengumpulan data
tambahan, pengumpulan data dari sumber tertulis dan pengumpulan data dari
penelitiansebelumnya. Penulis menggunakan dua teknik pengumpulan data dalam
penelitiannya:

1. Studi literatur digunakan sebagai teknik dalam mengumpulkan data sebagai
referensi dengan memperoleh informasi dari berbagai sumber data yang
tersedia pada penelitian, jurnal, majalah, buku, dan artikel. Teknik ini
memungkinkan penulis untuk menggunakan data yang sudah ada sebagai
referensi dalam penelitiannya.

2. Studi dokumentasi melibatkan pengumpulan data dari berbagai
dokumen asli, seperti artikel dari pemerintah, perusahaan, dan organisasi,
serta laporan-laporan yang dapat diakses melalui website resmi. Data yang
diperoleh dari dokumen tersebut mencakup laporan-laporan yang diterbitkan
oleh organisasi terkait, serta data laporan yang berasal dari pihak lain yang

terkait dengan topik permasalahan penelitian (Nilamsari, 2014).

3.4. Analisis Data

Dalam skripsi ini, penulis menggunakan data sekunder yang berasal dari
hasil analisis penelitian sebelumnya yang dipublikasikan dalam jurnal, berita, atau
buku. Penggunaan data sekunder memungkinkan penulis untuk tidak melakukan
penelitian secara langsung, sehingga metode tersebut dinamakan sebagai studi
pustaka. Penulis melakukan studi pustaka di tempat yang menyediakan berbagai

data pendukung penelitian.



26

3.4.1 Teknik Analisis Data

Miles dan Huberman menjelaskan bahwa terdapat beberapa tahapan analisis
data dalam penelitian kualitatif. Pengumpulan data merupakan salah satu bagian
dari intergral dan kegiatan analisis data terjadi dalam 3 reduksi data, penyajian
data danpenarikan kesimpulan dan verifikasi (Miles, 1994).

1. Reduksi data

Reduksi data merupakan tahap penulis melakukan upaya merupakan
tahap dimana penulis melakukan mencari data dan menyimpulkan data
sesuai pada fokus yang

sudah di tentukan, sehingga menjadi suatu kesatuan teks narasi yang
lebih efektif. Dalam penelitian ini penulis mencari data tentang General
Border Committee Indonesia dan Malaysia melalui dalam memerangi
peredaran narkotika lalu menyimpulkan untuk di jadikan sebagai teks
narasi.

2. Penyajian data

Penyajian data merupakan tahapan penulis dalam menyusun informasi
yang kemudian memberikan kesimpulan dan pengambilan tindakan.
Dalam bentuk matriks, grafiks, dan teks narasi penyajian data yang
dilakukan oleh penulis,dilakukan dengan menyusun sub-bab yang sesuai
dengan fokus peneliti, yaitu kerja sama General Border Committee
Indonesia dan Malaysia dalam memerangi peredaran narkotika.
3. Verifikasi dan penarikan kesimpulan

Tahap penarikan kesimpulan berdasarkan uraian yang telah dijelaskan
pada artikel sebelumnya. Dimulai dengan pengumpulan data, peneliti
kualitatif informasi sesuai dengan fokus, mencatat pola, penjelasan,

kemungkinan konfigurasi, alur sebab akibat, dan proposisi.
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3..4.2 Pendekatan / Jenis Penelitian

Penelitian deskriptif adalah metode yang mengumpulkan data dalam bentuk
kata, gambar, atau informasi non-numerik lainnya. Penelitian ini merupakan bentuk
pengumpulan data deskriptif kualitatif, semua data yang dikumpulkan menjadi
kunci untuk memahami apa yang di teliti (Moleong, 2009). Dalam penelitian ini,
variabel yang menjadi titik fokus memiliki independensi yang kuat. Tujuannya
adalah untuk mencari gambaran secara akurat mengenai situasi atau kelompok
(Susilowati, 2017).

Penelitian deskriptif berfokus pada penggambaran gejala, fakta, atau
peristiwa yang menjadi ciri khas populasi atau wilayah tertentu secara sistematis
dan akurat. Penelitian ini tidak selalu memerlukan upaya untuk menemukan atau
menjelaskan korelasi antara variabel atau menguji hipotesis, melainkan lebih pada
penyajian informasi yang objektif dan jelas (Hardani, 2020).
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V. SIMPULAN DAN SARAN

5.1 Simpulan

Isu Peredaran Narkotika di Perbatasan Indonesia-Malaysia: Perbatasan
antara Kalimantan (Indonesia) dan Malaysia (Sarawak dan Sabah) menjadi
wilayah yang rawan terhadap aktivitas penyelundupan narkotika. Letak geografis
strategis dan pengawasan yang terbatas menjadikan area ini sebagai jalur transit
utama bagi jaringan narkotika internasional. Malaysia sering dijadikan titik transit
untuk penyelundupan narkotika dari wilayah Golden Triangle menuju Indonesia,
memanfaatkan celah dalam sistem keamanan kedua negara. GBC sebagai
platform kerja sama bilateral antara Indonesia dan Malaysia telah menjalankan
beberapa upaya, seperti dialog tahunan, patroli gabungan, dan pembentukan pos
lintas batas (GABMA). Namun, implementasinya masih menghadapi hambatan
signifikan.

Kerja sama internasional yang diterapkan dalam konteks GBC menunjukkan
pentingnya sinergi antarnegara dalam mengatasi kejahatan transnasional. Namun,
hambatan seperti hubungan asimetris membuat kerja sama ini tidak efektif,
menurut konsep ini tantang asimetris di bagi menjadi 3 poin utama yaitu:

1. Hambatan Utama dalam Kerja Sama:

o Sumber daya terbatas: Infrastruktur pos lintas batas yang minim dan
kurangnya alat deteksi modern menjadi penghambat utama dalam
penegakan hukum.

o Ketidakseimbangan hukum: Perbedaan kebijakan dan sanksi hukum
antara Indonesia dan Malaysia menciptakan kesulitan dalam

penyelarasan upaya bersama.
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Jalur penyelundupan ilegal: Keberadaan 78 jalur ilegal di wilayah
perbatasan pada tahun 2022 menunjukkan lemahnya pengawasan di
perbatasan.

Modus operasi kompleks: Penyelundup menggunakan teknik canggih
dan kreatif, seperti menyembunyikan narkotika dalam barang-barang tak

terduga.

2. Upaya yang Dilakukan:

o

GBC telah menginisiasi dialog bilateral, patroli bersama, dan
pengembangan teknologi untuk memperkuat pengawasan perbatasan.
Patroli gabungan dan pos lintas batas bersama (GABMA) bertujuan

untuk meningkatkan koordinasi antara aparat keamanan kedua negara.

3. Tantangan Berkelanjutan:

o

@)

Kejahatan narkotika di perbatasan bersifat transnasional, dengan
jaringan penyelundupan yang melibatkan kelompok internasional.
Perbedaan kepentingan dan prioritas antara Indonesia dan Malaysia

terkadang memperlambat implementasi kebijakan bersama.

Selain konsep asimetris penulis juga menganalisi menggunakan konsep

transnational organized crime (TOC),. Konsep ini menegaskan bahwa kejahatan

lintas batas, seperti narkotika, membutuhkan pendekatan komprehensif yang

mencakup penegakan hukum, kerja sama internasional, dan penguatan kapasitas

lokal. Meskipun ada penurunan kasus narkotika pada beberapa tahun, data

menunjukkan bahwa penyelundupan terus berlanjut, dengan pola fluktuasi jumlah

pengguna narkoba di Kalimantan dan Sabah/Sarawak. Operasi keamanan seperti

patroli gabungan dan pertukaran informasi intelijen telah membantu mengurangi

beberapa jalur penyelundupan, namun tidak cukup untuk menghentikan jaringan

narkotika yang semakin inovatif.

5.2 Saran

1. Peningkatan Infrastruktur dan Teknologi:

)

Meningkatkan kualitas pos lintas batas dengan melengkapi alat deteksi

modern, seperti pemindai narkotika, untuk mencegah penyelundupan.
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Memanfaatkan teknologi canggih, termasuk pengawasan berbasis satelit,

untuk memonitor jalur penyelundupan yang sulit dijangkau.

Harmonisasi Kebijakan Hukum:

o

Menyatukan peraturan hukum mengenai narkotika antara Indonesia dan
Malaysia untuk meminimalkan kesenjangan dalam penegakan hukum.
Membuat perjanjian khusus terkait hukuman bagi pelaku kejahatan

narkotika lintas negara.

Peningkatan Kapasitas Personel

o

Mengadakan pelatihan gabungan bagi aparat keamanan untuk
meningkatkan  kemampuan teknis dalam menghadapi jaringan
penyelundupan.

Memperkuat koordinasi antar badan keamanan melalui pertemuan berkala

dan pertukaran informasi intelijen.

Kerja Sama Internasional yang Lebih Luas

@)

Melibatkan organisasi internasional, seperti ASEAN atau UNODC, untuk
memberikan bantuan teknis dan pengawasan terhadap kejahatan

transnasional.
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